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ABSTRAK
Penerapan sertifikat tanah elektronik merupakan inovasi yang diprakarsai Kementerian ATR/BPN sebagai bagian dari reformasi birokrasi, dengan mentransformasi sertifikat tanah dan pelayanan publik ke dalam bentuk digital. Implementasi kebijakan ini diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dan merujuk pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Tujuan dari kajian ini yakni untuk mengetahui cara peralihan dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik, serta untuk mengetahui perlindungan hukum baik sertifikat analog maupun sertifikat elektronik. Kajian ini memakai metode hukum empiris dan teknik deskriptif untuk memaparkan kejadian di lapangan secara sistematis serta berimbang. Jenis data yang dikumpulkan meliputi informasi primer, sekunder, serta tersier dengan tujuan untuk menggambarkan’ proses peralihan dari sertifikat analog ke elektronik dan perlindungan hukum. Kantor Pertanahan Kabupoaten Bojonegoro sendiri sudah melaksanakan mulai bulan November 2024 dengan pe-launchingan sertipikat elektronik pertama kali. Modernisasi ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat. Peralihan ke bentuk elektronik ini memiliki harapan bahwa akan meminimalisir kemungkinan adanya permasalahan pada Kantor Pertanahan khususnya di Kabupaten Bojonegoro seperti pemalsuan, sertifikat’ tumpang tindih,dan lainnya. Pada perspektif perlindungan hukum, sertifikat elektronik tetap berkekuatan sebagai alat bukti yang sah dan didukung oleh fitur keamanan seperti QR Code serta tanda tangan digital. 
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PENDAHULUAN
Penerapan sertifikat tanah elektronik merupakan inovasi yang diprakarsai Kementerian ATR/BPN sebagai bagian dari reformasi birokrasi, dengan mentransformasi sertifikat tanah dan pelayanan publik ke dalam bentuk digital  yang diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.
Menurut Irwan Santosa dan Endang Purwaningsih, sertifikat elektronik merupakan dokumen digital yang berisi informasi penting serta identitas hukum para pihak, yang dikukuhkan dengan tanda tangan elektronik. Pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat ini adalah badan hukum yang diakui dan berpengalaman dalam proses validasi hingga audit informasi elektronik. (Irwan Santosa and Endang Purwaningsih, 2022:19)
Dengan mendaftarkan hak atas tanah, seseorang memperoleh jaminan perlindungan secara legal dan pengesahan resmi dari negara. Namun, dengan adanya beberapa masalah seperti pemalsuan sertifikat, sertifikat tumpang tindih, dan banyaknya sengketa tanah lain membuat’ masyarakat merasa dirugikan, alhasil Sertifikat hak atas tanah kurang menjamin kejelasan dan ketegasan dalam aspek hukum. Faktor tersebut menjadi pendorong bagi pemerintah untuk menerbitkan Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 mengenai Sertifikat Elektronik.  Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 hadir sebagai pembaruan terhadap regulasi terdahulu, khususnya dalam hal penerbitan dokumen digital untuk kegiatan pendaftaran tanah.
Bentuk pembaharuan dalam bidang agraria ini juga memiliki tujuan seperti mewujudkan sebuah langkah modernisasi pelayanan dalam hal pertanahan untuk mengembangkan’ maupun meningkatkan indikator dalam bentuk pelayanan kepada publik. Selain itu, jika dilihat dari pemilik hak atas tanah untuk yang akan datang jika ingin melakukan transaksi tidak harus datang ke Kantor Pertanahan untuk mengurusinya, sehingga sudah tidak adanya lagi kewajiban oleh pemilik hak tersebut untuk melakukan tatap muka, sehingga memang penerbitan Sertifikat elektronik ini akan berpengaruh terhadap sistem pelayanan publik. 

Sertifikat tanah dalam bentuk fisik ini memiliki sejumlah kelemahan, seperti tingkat keamanan yang rendah, mudah dipalsukan, rentan terhadap kerusakan atau kehilangan, serta proses administrasinya yang cenderung lambat dan tidak efisien. Oleh karena itu, pemerintah’ mengembangkan sertifikat elektronik sebagai solusi modernisasi. Meskipun demikian, implementasi alih media ini belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro terpilih sebagai Kantor menjalankan peralihan sertifikat tanah dari bentuk analog ke bentuk elektronik. Selain itu, kurangnya informasi dan sosialisasi dari instansi terkait juga menjadi kendala utama dalam penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini. 
Melalui penjabaran di atas, muncul pokok permasalahan yang perlu ditelaah, yakni: Bagaimana Peralihan Sertifikat Analog Ke Sertifikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dan Bagaimana  Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sertifikat Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro. Sebagaimana fokus pada kajian ini yaitu mengidentifikasi peralihan Sertifikat analog ke Sertifikat elektronik di kantor pertanahan kabupaten bojonegoro serta mengkaji perlindungan hukum terhadap pemilik Sertifikat kantor pertanahan kabupaten bojonegoro. Adapun tujuan dari kajian ini yakni untuk mengetahui cara peralihan dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, serta untuk mengetahui perlindungan hukum baik sertifikat analog maupun sertifikat elektronik. Serta untuk memberikan infornasi kepada masyarakat luas khususnya di Kabupaten Bojonegoro yang masih awam terhadap sertifikat elektronik ini.
METODE PENULISAN
Studi ini menerapkan metode yang bersifat yuridis empiris dengan teknik deskriptif guna menguraikan kejadian nyata secara logis dan berimbang.
 Sumber informasi yang dipakai mencakup data primer, sekunder, serta tersier sebagai dasar analisis. Informasi primer dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan narasumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, dengan cara wawancara. Referensi sekunder terdiri dari dasar hukum seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Permen ATR/BPN 2023, serta berbagai aturan hukum yang relevan.Untuk data tersier, penelitian ini menggunakan sumber tambahan berupa kamus hukum.
HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Peralihan Sertifikat Analog Ke Sertifikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro
Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Kantor Pertanahan  di Jawa Timur yang telah terpilih untuk menjalankan peralihan sertifikat tanah dari bentuk analog ke bentuk elektronik. Terpilih menjadi salah satu Kantor Pertanahan yang telah menjalankan peralihan sertifikat dan pelayanan ke bentuk elektronik, Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro telah melakukan pe launching-an sertifikat tersebut pada bulan November 2024. Adapun pemberitahuan mengenai Sertifikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dilakukan sosialisasi serta pemberitahuan memalui sosisal media Tiktok, Instagram,dan Facebook yaitu @KantahKabBojonegoro. 
Dari hasil wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan Bojonegoro, Bapak Arif Eko Nugroho, diketahui bahwa alih media penerbitan sertifikat digital dilakukan mengacu pada Permen ATR/BPN Tahun 2021 Nomor 1. Penduduk diperbolehkan mengajukan digitalisasi sertifikat analog ke bentuk elektronik, mencakup aspek data fisik maupun hukum. Pengalihan ke sertifikat elektronik memerlukan pelaksanaan beberapa prosedur bertahap. Langkah awal, pemohon hadir di loket pendaftaran untuk memverifikasi identitas diri memakai e-KTP. Mereka yang mengajukan permohonan dan memiliki hak atas tanah harus menyediakan alamat email yang masih aktif. Selanjutnya, sertifikat fisik dibawa ke Kantor Pertanahan Bojonegoro untuk diverifikasi, dengan catatan data harus telah lengkap dan valid. Langkah verifikasi dilanjutkan dengan mencocokkan sertifikat dengan dokumen warkah yang tersimpan sebagai arsip resmi. Tahap ketiga dilakukan oleh Panitia A dengan meninjau ulang data yuridis dan spasial guna memastikan kesesuaian terhadap sertifikat analog. Setelah data dianggap sah dan tidak ada kekurangan, BPN akan mengeluarkan sertifikat elektronik dan mengirimkannya ke alamat email yang telah didaftarkan.
Beliau menambahkan bahwa sebagai bagian dari proses pemeliharaan data, sertifikat elektronik hadir untuk menunjang layanan tersebut. Akses untuk mendaftar atau mengganti sertifikat tanah konvensional ke elektronik tersedia di laman resmi aplikasi “Sentuh Tanahku” atau bisa juga dilakukan di Kantor BPN, tepatnya lewat fitur pemeliharaan data. 

Tahapan awal konversi sertifikat konvensional ke digital dilaksanakan melalui mekanisme alih media. Tahapan awal konversi sertifikat konvensional ke digital dilaksanakan melalui mekanisme alih media.

a) Registrasi tanah yang belum pernah didaftarkan sebelumnya; 
b) Upaya pemutakhiran berkelanjutan atas data-data pertanahan yang tercatat;
c) Pembaruan catatan akibat adanya peralihan, koreksi, atau penambahan data; dan 
d) untuk proses alih media.
Menurut keterangan dari Bapak Arif Eko Nugroho, Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan program sosialisasi dan pelatihan kepada para pegawai sebagai bentuk persiapan dalam implementasi sistem alih media menuju Sertifikat’ elektronik. Sosialisasi eksternal telah dilaksanakan kepada masyarakat pada tanggal 22 Juli 2024, sedangkan untuk internal, seluruh pegawai menerima pengarahan langsung dari pimpinan agar memahami secara menyeluruh tugas dan tanggung jawab yang diemban dalam proses transformasi digital ini. Selain itu, pelatihan teknis juga diberikan oleh pihak’ pusat melalui media daring seperti video konferensi Zoom, yang dikoordinasikan oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN). Dalam pelaksanaan alih media, terdapat sejumlah pegawai yang memegang peranan strategis, di antaranya petugas loket dan petugas pengarsipan. Petugas pengarsipan memiliki tanggung jawab utama dalam menyiapkan’ dokumen analog seperti buku tanah dan surat ukur, yang akan diolah sebagai data elektronik guna mendukung kelancaran proses pelayanan berbasis digital.

Pentingnya pengarsipan ini, apalagi pada instansi pemerintahan menurut (Kurniatun: 2011) jika dilakukan dengan baik maka pengarsipan ini dapat menunjang kegiatan administrasi dengan harapan agar lebih lancar dalam pelaksanaannya. Hal tersebut juga akan berdampak positif untuk ke depannya jika sewaktu-waktu suatu arsip dibutuhkan untuk pencocokkan data maka akan lebih mudah dicari. Namun, pengarsipan ini juga’ memerlukan pengelolaan yang yang tidak mudah dan perlu adanya penanganan yang serius, dan dampaknya akan terlihat ketika tercapainya efisiensi kerja dalam sistem pengarsipan. 

Loket pertanahan merupakan tempat di mana seseorang atau pemohon nantinya mendapatkan pelayanan ketika mereka ingin mengajukan pembuatan sertifikat tanah. Nantinya mereka akan memeriksa berbagai hal seperti kelengkapan,persyaratan,serta’ melakukan pencatatan atas pendaftaran tanah yang diajukan.
  Dengan alih media ke bentuk elektronik ini, dalam rangka reformasi birokrasi terkait pelayanan publik juga akan diterapkan dalam pendaftaran tanah. Berkas yang akan masuk ketika melakukan pendaftaran’ tanah misalnya, akan diproses dan diurus secara elektronik juga, hal itu dilakuakan agar pelayanan lebih efisien serta mengurangi banyaknya antrean pada loket pertanahan di Kantor Pertanahan.

Peralihan ke bentuk elektronik ini memiliki harapan bahwa akan meminimalisir kemungkinan adanya permasalahan pada Kantor Pertanahan seperti pemalsuan, sertifikat’ tumpang tindih,dan lainnya.
Dari hasil hasil diatas dapat dijabarkan bahwa wawancara yang telah dilakukan dijelaskan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu kantor yang dipercaya untuk melaksanakan program nasional dalam peralihan sertifikat tanah berbentuk fisik (analog) ke bentuk digital (elektronik). Program ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dan bagian dari modernisasi sistem pertanahan di Indonesia. Peralihan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan, mengurangi risiko kehilangan atau pemalsuan sertifikat, serta memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Proses peralihannya disebut dengan alih media, yang mencakup pemindahan data fisik dan data hukum (yuridis) dari sertifikat konvensional ke sistem digital.
Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Arif  Eko Nugroho Dalam pelaksanaannya, masyarakat Bojonegoro dapat mengajukan permohonan alih media terlebih dahulu secara langsung di Kantor Pertanahan. Proses dimulai dengan verifikasi identitas pemohon menggunakan KTP elektronik dan email yang aktif. Kemudian, sertifikat analog diverifikasi dengan dokumen-dokumen yang tersimpan di kantor, termasuk dokumen warkah tanah. Setelah data diverifikasi dan dinyatakan valid oleh tim, maka BPN akan menerbitkan sertifikat dalam bentuk digital dan mengirimkannya ke email pemohon.
Sosialisasi program ini telah dilakukan melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, pelayanan juga dapat diakses melalui Aplikasi Sentuh Tanahku, sebagai bagian dari integrasi sistem digital di lingkungan ATR/BPN. Transformasi ini juga mendukung sistem pemeliharaan data pertanahan, di mana perubahan atau pembaruan data tanah akan dicatat dan disimpan secara elektronik. Dengan demikian, proses pencatatan menjadi lebih cepat, aman, dan transparan, sekaligus mendukung visi pemerintah dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital.
Dalam penerapan sistem elektronik, dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 2 Permen ATR/BPN Nomor 3 tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah yang akan diterapkan’ untuk kegiatan rutin terdiri dari :
1.  Pendaftaran tanah untuk pertama kali
Peralihan Sertifikat tanah dari bentuk fisik ke elektronik diawali dengan proses penataan administrasi dan data. Mengacu pada Pasal 7 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023, permohonan pendaftaran tanah yang belum didaftarkan sertifikat sebelumnya dapat diajukan baik melalui sistem elektronik maupun secara langsung di loket pertanahan. Selanjutnya, Pasal 10 menjelaskan bahwa proses tersebut mencakup beberapa tahap’ mulai dari pengumpulan serta pengolahan data fisik, verifikasi yuridis, pencatatan hak, hingga penerbitan Sertifikat dalam bentuk digital. Apabila seluruh data telah terintegrasi dalam sistem elektronik, maka secara otomatis Sertifikat yang dihasilkan akan berbentuk elektronik.’
2. Pemeliharaan data untuk pendaftaran tanah
Pemeliharaan data pertanahan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menyesuaikan dan memperbarui informasi fisik maupun’ yuridis seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Penyesuaian ini mencakup peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, hingga Sertifikat itu sendiri. 
Jenis-jenis pelayanan dalam konteks pemeliharaan data berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 antara lain:

· Pemecahan Bidang Tanah, Tanah yang sudah ber Sertifikat dapat dipecah menjadi beberapa bidang baru, masing-masing dengan kesamaan status hukum seperti bidang asal. Sertifikat lama akan dinyatakan tidak berlaku setelah proses ini.
· Penggabungan Bidang Tanah Dua atau lebih bidang tanah yang berbatasan dan kepemilikannya memiliki kesamaan serta dengan jenis hak yang identik, boleh digabungkan sebagai satu bidang baru.’
· Pemisahan Sebagian Bidang Proses ini memungkinkan sebagian dari suatu bidang tanah dipisahkan dan dijadikan bidang baru. Sertifikat lama tetap berlaku untuk sisa bidang yang tidak dipisahkan.’
· Pelayanan Peralihan Hak
Peralihan Hak Atas Tanah, seperti: 
a. Jual Beli, ‘Proses peralihan dengan transaksi komersial.
b. Hibah, ‘Pemberian hak atas tanah secara gratis oleh pemilik kepada pihak lain selama masih hidup. 
c. Pewarisan, ‘Alih hak yang terjadi akibat meninggalnya pemilik tanah. 
d. Tukar Menukar, ‘Pertukaran tanah antara dua pihak berdasarkan kesepakatan timbal balik. 
e. Pemasukan ke Dalam Badan Usaha (Inbreng), Alih hak sebagai bentuk penyertaan modal ke dalam perseroan.’
f. Pembagian Hak Bersama, Proses pembagian kepemilikan atas tanah yang sebelumnya dimiliki bersama. 
g. Lelang: Penjualan hak atas tanah melalui mekanisme penawaran terbuka kepada publik.
3. Pencatatan perubahan data serta informasi 
Kegiatan ini dilakukan untuk memperbarui atau menyempurnakan data dan informasi yang telah tersimpan dalam sistem pertanahan. Pencatatan dilakukan untuk memastikan bahwa’ data yang digunakan oleh lembaga pertanahan selalu relevan, valid, dan mencerminkan kondisi faktual dari bidang tanah tersebut. 

Kegiatan Pendaftaran Tanah seperti yang di sebutkan diatas tersebut itulah yang akan menjadikan Sertifikat yang didaftarkan nantinya akan otomatis menjadi Sertifikat’ Elektronik, berdasarkan prosedur-prosedur yang di tentukan.
b. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Pemilik Sertifikat Tanah Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro
Pembentukan hak kepemilikan tanah dilandaskan pada regulasi negara guna menghindari sengketa atau penumpukan hak. Regulasi dalam UUPA mengidentifikasi berbagai bentuk hak atas tanah serta sistem kepemilikan yang sah. Pasal 16 ayat (1) dari UU No. 5 Tahun 1960 mencakup hak-hak tanah seperti milik, guna usaha, guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hingga hak membuka dan mengambil hasil hutan, serta bentuk hak lain yang bersifat sementara sesuai ketentuan lanjutan. Berbagai hak tersebut bisa didapatkan lewat warisan, transaksi jual beli, pertukaran, atau hibah. Agar kepemilikan tanah diakui secara hukum, hak-hak tersebut wajib didaftarkan di BPN guna mendapatkan sertifikat resmi.PP No. 24 Tahun 1997 menjadi dasar hukum dalam pengaturan proses pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat.

Perlindungan hukum sendiri menurut Soekanto dijelaskan bahwa suatu upaya dalam pemenuhan suatu hak dan pemberian bantuan dengan tujuan untuk pemberian rasa aman kepada saksi dan/atau korban dengan bentuk perwujudan dalam bentuk sertitusi; kompensasi; pelayanan medis; dan bantuan hukum

Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 5 ayat (1), ditegaskan bahwa informasi serta dokumen dalam bentuk elektronik, termasuk hasil cetaknya, memiliki kedudukan yang sah sebagai alat bukti di hadapan hukum. Lebih lanjut, ayat (2) dari pasal tersebut menjelaskan bahwa informasi, dokumen, dan hasil cetak elektronik merupakan’ bagian dari pengembangan atau perluasan jenis alat bukti yang telah diakui dalam sistem hukum acara di Indonesia. Dalam konteks ini, alat bukti elektronik mencakup informasi atau dokumen elektronik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam UU ITE. Syarat formil merujuk pada keabsahan prosedural dalam memperoleh’ dokumen tersebut, sedangkan syarat materiil mengacu pada aspek keotentikan, keutuhan, serta ketersediaan dari dokumen elektronik tersebut. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 6, yang secara eksplisit menyatakan bahwa dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti’ yang sah secara hukum dalam proses administrasi pertanahan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro melalui akun media sosial resminya, disebutkan bahwa dalam implementasi sertifikat tanah elektronik, seluruh jenis hak atas tanah akan tetap mendapatkan perlindungan hukum. Termasuk dalam kelompok hak tersebut yaitu hak sewa, hak guna usaha dan bangunan, hak pakai, serta hak milik yang semuanya diakui oleh sistem pertanahan nasional. Sesuai dengan aturan dalam UUPA, tanah didaftarkan dengan tujuan utama menjamin secara hukum atas kepemilikan lahan. Fungsi lain dari mendaftarkan tanah yaitu memberikan jaminan perlindungan secara hukum bagi individu atau badan yang memiliki atau menguasai hak atas tanah. Jika pendaftaran diterapkan sesuai prosedur regulasi yang diberlakukan, maka hak atas tanah tersebut mendapat jaminan perlindungan resmi dari negara.
Sistem keamanan dari berlakunya sertifikat elektronik ini Menurut penuturan Bapak Arif Eko Nugroho,SiT.,M.H di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro menyebutkan bahwa bentuk pengamanan seperti QR Code yang digunakan untuk pengecekan keaslian sertifikat’ elektronik, lalu ada juga Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang juga telah terhubung ke Balai Sertifikat Elektronik (BSrE). Sesuai Pasal 20 ayat (4) Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023, sertifikat elektronik dan salinan resminya dilengkapi QR Code sebagai alat untuk memastikan autentisitas dan menampilkan kondisi sertifikat. QR Code adalah kode yang menyimpan data terenkripsi dan memungkinkan akses langsung ke informasi bukti kepemilikan melalui aplikasi resmi Kementerian ATR/BPN.
 
Hasil dari pemaparan di atas berdasarkan Pasal 5 Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 menegaskan bahwa sertifikat elektronik dan sertifikat analog sama-sama diakui sebagai bukti sah hak kepemilikan tanah dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Aspek integritas, keaslian, kebenaran, dan akuntabilitas dalam penyajian informasi menjadi syarat agar bukti elektronik dapat diakui sebagai bukti yang sah. Sertifikat analog akan tetap menjadi bukti yang sah selagi tidak dilakukan kegiatan peralihan ataupun pemeliharaan data, apabila dilakukan peralihan ataupun pemeliharaan data maka secara otomatis settifikat tersebut akan berubah menjadi sertifikat elektronik, dan sertifikat analog akan menjadi arsip yang akan di simpan oleh kantor pertanahan bersamaan dengan dokumen-dokumen lain dalam bentuk warkah.
Hak atas tanah di Indonesia diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, seperti tumpang tindih hak atau sengketa kepemilikan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menetapkan berbagai jenis hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, hak sewa, dan hak membuka lahan. Hak-hak tersebut bisa diperoleh melalui berbagai cara, seperti warisan, jual beli, hibah, tukar-menukar, dan sebagainya. Agar memiliki kekuatan hukum yang sah, hak atas tanah tersebut harus didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses pendaftarannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan bahwa sertifikat merupakan bukti legal atas hak kepemilikan dan menjamin perlindungan hukum.
Dengan berkembangnya teknologi, proses ini kini dilakukan secara digital. Berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008, khususnya Pasal 5, dokumen dalam bentuk elektronik dianggap sah sebagai alat bukti hukum, termasuk hasil cetaknya. Dokumen digital ini harus memenuhi syarat formil (prosedur perolehannya sah) dan materiil (isian dokumen benar, otentik, dan utuh).
Hal tersebut juga ditegaskan dalam Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa dokumen elektronik pada proses pertanahan dapat digunakan sebagai bukti hukum yang valid.
PENUTUP
a. KESIMPULAN
Dalam penulisan ini didapatkan kesimpulan bahwa Perubahan Sertifikat Analog ke Sertifikat Elektronik dilaksanakan dengan Alih Media. Masyarakat Bojonegoro dapat mengajukan permohonan alih media terlebih dahulu secara langsung di Kantor Pertanahan. Proses dimulai dengan verifikasi identitas pemohon menggunakan KTP elektronik dan email yang aktif. Kemudian, sertifikat analog diverifikasi dengan dokumen-dokumen yang tersimpan di kantor, termasuk dokumen warkah tanah. Setelah data diverifikasi dan dinyatakan valid oleh tim, maka BPN akan menerbitkan sertifikat dalam bentuk digital dan mengirimkannya ke email pemohon.
Dalam penyelenggaraan sistem elektronik, dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 2 Permen ATR/BPN Nomor 3 tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran’ Tanah yang akan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
1) Registrasi tanah yang belum pernah didaftarkan sebelumnya; 
2) Upaya pemutakhiran berkelanjutan atas data-data pertanahan yang tercatat;
3) Pembaruan catatan akibat adanya peralihan, koreksi, atau penambahan data; dan 
4) untuk proses alih media
Kegiatan Pendaftaran Tanah seperti yang di sebutkan diatas tersebut itulah yang akan menjadikan Sertifikat yang didaftarkan nantinya akan otomatis menjadi Sertifikat Elektronik, berdasarkan prosedur-prosedur yang di tentukan. Semua hak akan dilindungi, mulai dari hak sewa, hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak milik serta hak lain. Adapun tujuan pendaftaran dalam UUPA yaitu kepastian hukum yang terdapat kaitannya dalam status pemilik tanah, sedangkan tujuan lainnya yaitu memberi perlindungan hak bagi pihak yang berkepentingan seperti pemegang hak atas suatu tanah atau pemilik tanah. Jika registrasi telah sesuai maka hak yang dimiliki dapat mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 5 Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 menetapkan bahwa sertifikat elektronik dan sertifikat analog sama-sama diakui sebagai bukti sah kepemilikan tanah dalam proses pendaftaran tanah di Indonesia. Keaslian bukti elektronik ditentukan oleh pemenuhan standar hukum, termasuk integritas data, kebenaran informasi, serta akuntabilitas terhadap tampilan yang diakses.
b. SARAN
1. Bagi masyarakat atau pemegang Hak Atas Tanah

Masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam mengurus peralihan sertifikat analog ke sertipikat elektrinik dan memahami manfaat jangka panjang seperti efisiensi, kemudahan pengelolaan data dan kepastian hukum dari sertifikat yang dimiliki. Selalu menjaga email tetap aktif dan data kepemilikan yang valid.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas sertifikat elektronik dalam mencegah sengketa tanah serta kesiapan infrastruktur digital di daerah yang akan di teliti. Bisa juga perbandingan antara daerah yang sudah dan belum menerapkan sistem elektronik, juga dapat memberikan wawasan yang lebih luas terkait kebijakan ini secara nasional.
DAFTAR PUSTAKA

Arif Eko Nugroho, Kasubsi Pendaftaran Hak Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Wawancara Pribadi, Bojonegoro, 01 Mei 2025

Putri, P. P., Purwanto, & Rusdiyanto, W. (2020). Pengelolaan arsip dinamis di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten. Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi

Krisnawati, F., & Kusumasari, P. R. (2022). Pelaksanaan sistem pendaftaran tanah secara online di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas. Cakrawala Hukum

Sandri, M. (2021). Pengembangan sistem informasi administrasi sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi. Jupersatek (JurnalPerencanaan, Sains, Teknologi, dan Komputer).

Soejono dan Abdurrahman (2005). Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan. Rineka: Cipta, 
Soerjono Soekanto (1984) Pengantar Penelitian Hukum, UI Press: Jakarta.

JURNAL

Elora, D. (2024). Problematika pelaksanaan alih media Sertifikat menjadi Sertifikat  elektronik.. CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 2(3).

Alimuddin, Nur Hidayah, 2021, “Implementasi Sertifikat Elektronik. Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas. Tanah di Indonesia.” Jurnal SASI, Vol.

Andari, Dwi Wulan Titik & Mujiburohman, Dian Aries. (2023). Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik, Al’ Adl: Jurnal Hukum, Vol 15 No 1, hal. 157

Santosa, Irwan, and Endang Purwaningsih. (2022). “Analisis Pelaksanaan Transformasi Digital Sertifikat Tanah Di Era 4.0” Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 9,19.

Kurniatun. (2011). Peran Pengelolaan Arsip Kartografi dalam Menunjang Layanan Informasi di Arsip UGM. Jurnal Kearsipan, 1(3)
UNDANG-UNDANG

Permen ATR/BPN Nomor 3 tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik
Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1974 tentang Pendaftaran Tanah
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
� Dwi Wulan Titik Andari dan Dian Aries Mujiburohman, Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik, Al’ Adl: Jurnal Hukum, Vol 15 No 1, Januari 2023, hal. 157


� Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta :  Rineka Cipta, 2005), Cet 2, h. 56.  


� Arif Eko Nugroho, Kasubsi Pendaftaran Hak Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Wawancara Pribadi, Bojonegoro, 01 Mei 2025


� Pasal 3 ayat 2 Permen ATR/BPN Nomor 3 tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah


� Arif Eko Nugroho, Kasubsi Pendaftaran Hak Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Wawancara Pribadi, Bojonegoro, 01 Mei 2025





� Pasha Pradipta Putri, Purwanto, dan Wahyu Rusdiyanto, “Pengelolaan Arsip Dinamis di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten”, Efisiensi-Kajian Ilmu Administrasi, Vol. 17 No. 1, Februari 2020, Hal. 43-44


� Molita Sandri, “Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Sertifikat Tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi”, Jupersatek (Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, dan Komputer), Vol. 4 No. 1, Juli 2021, Hal. 177


� Ferryani Krisnawati dan Prosawita Ririh Kusumasari, “Pelaksanaan Sistem Pendaftaran Tanah secara Online di Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas”, Cakrawala Hukum, Vol. 24 No. 1, Maret 2022, Hal. 40





� Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997


� Devi Elora, Problematika Pelaksanaan Alih Media Sertifikat Menjadi Sertifikat Elektronik. CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora Volume 2, Issue 3, 2024


� Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,1984,hlm 133


� Arif Eko Nugroho, Kasubsi Pendaftaran Hak Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Wawancara Pribadi, Bojonegoro, 01 Mei 2025





